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ABSTRAK 

PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 

DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN 

 

Oleh: 

JEFRI GUNAWAN 

01770613342 

 

Penelitian ini berjudul Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan . Tujuan penelitian ini untuk 

untuk mengetahui penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 oleh wajib pajak apakah 

telah sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar 

pajak. Pencapaian tujuan peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Metode tersebut bertujuan untuk mencari, mendapatkan dan mengumpulkan 

sejumlah data yang memberikan gambaran fakta jelas tentang keadaan penyetoran 

pajak 29 oleh wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa wajib pajak baik dari orang pribadi maupun badan sudah 

sesuai dengan standar operasonal prosedur dalam penyetoran pajak yaitu sesuai 

Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

Kata kunci :  Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan, Pasal 29 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang 

memerlukan pembangunan disegala bidang untuk memenuhi kewajiban terhadap 

rakyat indonesia yaitu dengan cara memenuhi sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk mempelancar pelaksanaan pemerintah. Untuk memerlukan 

sarana dan prasana pembangunan di perlukan upaya yang optimal dari berbagai 

jenis penerimaan sebagai pendapatan negara. 

Pajak adalah iuran atau pungutan yang ditetapkan negara sebagai salah 

satu pendapatannya. Ketetapan tersebut diatur dalam Undang-Undang yang 

sifatnya bisa dipaksakan. Dari sekian banyak pajak yang berlaku di indonesia, 

pajak penghasilan (PPh) menjadi salah satu yang akrab dengan masyarakat selain 

pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak penghasilan (PPh) yang berlaku di 

indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yang tidak asing adalah 

PPh 21, yang punya kaitan dengan penghasilan atau gaji yang didapat. 

Ada salah satu PPh yang tak boleh terlupakan yang ada hubungannya 

dengan surat pemberitahuan (SPT), yaitu PPh pasal 29. PPh pasal 29 memang 

kalah populer dengan PPh lainnya, terlebih PPh pasal 29 masih terdengar asing di 

telinga banyak orang. PPh pasal 29 adalah bagian dari rangkaian sejumlah pajak 

penghasilan yang harus anda pelajari dan ketahui. Berbeda dengan PPh yang lain, 

PPh pasal 29 hanya dihitung serta dibayar sekali di dalam tahun pajak, yang 
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artinya akan dilaporkan saat melaporkan SPT Tahunan, baik untuk wajib pajak 

orang pribadi maupun wajib pajak badan. 

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, PPh pasal 29 adalah PPh Kurang 

Bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni dari sisa dari 

PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit 

(PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan juga PPh pasal 25. Jika terdapat kurang bayar, 

wajib pajak berkewajiban untuk melunasi kekurangan dari pembayaran pajak 

yang terhutang sebelum dikeluarkannya SPT pajak penghasilan, jika tahun buku 

sama dengan tahun kalender, kekurangan dari pajak tersebut harus sudah dilunasi 

paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau 30 April untuk wajib 

pajak badan sesudah tahun pajak terakhir. 

PPh pasal 29 wajib disetor dengan menggunakan Surat Setoran pajak 

(SSP), yakni paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) ataupun pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya 

bagi pajak orang pribadi. Sementara bagi wajib pajak badan penyetorannya 

dilakukan paling lambat pada akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.  

Pasal 29 wajib disetor dengan memakai SSP, yakni paling lambat sebelum 

SPT  dilaporkan  pada KPP ataupun pada akhir bulan ke-3 tahun pajak berikutnya 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara bagi Wajib Pajak Badan, dilaporkan 

pada akhir bulan ke-4 tahun pajak berikutnya. Kode yang dipakai untuk jenis 

setoran PPh Pasal 29 bagi Wajib Pajak Badan, yaitu 411126-200. Sementara kode 

untuk jenis setoran PPh Pasal 29 bagi wajib pajak orang pribadi  ialah 411125-

200. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul ”PROSEDUR 

PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DI KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka pokok perasalahan yang akan dibahas 

pada penulisan ini adalah: 

1. Apakah penerapan terkait penyetoran PPh pasal 29 oleh wajib pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana proses kurang bayar yang dimaksud dalam PPh pasal 29 

tersebut ? 

1.3 Tujuan Penilitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan penyetoran PPh pasal 29 oleh wajib pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses kurang bayar yang dimaksud dalam 

PPh pasal 29 tersebut.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tentunya sangat bermanfaat 

bagi semua pihak, manfaat yang dapat kita ambil dalam penulisan laporan tugas 

akhir ini adalah: 
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1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

dalam penyetoran PPh pasal 29. 

2. Bagi Universitas 

Mempererat hubungan Universitas dengan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama  Pekanbaru Senapelan. 

3. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan 

khususnya dalam hal penyetoran PPh pasal 29. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan SM. Amin/Ring Road Arengka 

Pekanbaru Riau, Telepon (0761) 40836. Penelitian ini dilakukan oleh penulis 

Pada bulan Maret sampai dengan Mei 2020. 

1.5.2. Jenis Data 

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini adalah 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara 

langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf Kantor Pelayan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan terutama kepada kepala seksi pelayanan 
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dan kepada seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) yang berkaitan 

dengan masalah pemelitian penulis. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam 

bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan masalah penelitian melalui KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan. 

1.5.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam melakukan 

penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut : 

1. Observasi 

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara 

mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diamati penulis. 

2. Interview 

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau 

tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka 

kepada pegawai  dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya 

kepada kepala Seksi Pelayanan, dan kepala Seksi Pengawasan Dan 

Konsultasi yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang 

diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini. 
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1.5.4. Analisis Data 

Setalah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, 

maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini 

penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 

merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan 

deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan 

teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah 

penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti 

sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini 

bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab 

sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode 

penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU 

TAMPAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi 

tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, 
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uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/aparatur KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan 

menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian 

BAB IV  :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukan saran-saran 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1  Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, 

II, III, IV danV Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang 

Organisasi danTata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 

Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanana Pajak bumi dan Bangunan, Kantor 

Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004. 

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten 

Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten 

Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Peubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008. 

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas 

PeraturanMenteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan 

TataKerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008.Alamat 
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Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. 

SM. Amin(Ring Road Arengka II) Pekanbaru. 

2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 VISI 

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi 

Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara 

2.2.2 MISI  

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri 

dengan: 

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 

2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 

3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 

4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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2.4. Bagian Unit Kerja 

1. Kepala Kantor 

Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. 

Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi 

pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi 

penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut 

kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan 

rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangkaintensifikasi/ 

ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna 

menyajikan informasi perpajakan. 

2. Sub bagian Umum 

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur 

kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta serta rumah tangga 

dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan 

pajak.  

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Melakukan pengumpulan. Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian 

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usah 

penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea 

perolehan Hak atasbumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi 

computer, pemantauan aplikasi e-SPTdan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP 

dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 
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4. Seksi Pelayanan 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum 

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat 

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerjasama perpajakan. 

5. Seksi Penagihan 

Adapun tugas seksi penagihan: Membuat keputusan atas permohonan 

angsuran / penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak,Memberi 

surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap 

wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk 

melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, 

Menerbitkan surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran 

rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), 

Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Membuat 

daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, 

Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa bila 

ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan 

penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad 

baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang akan 

berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu 

danTempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). 
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6. Seksi Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melakukan puyusanan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 

surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan 

perpajakan lainnya. 

7. Seksi Ekstensifikasi 

Di antaranya : 

a. Prosedur Seksi Ekstensufikasi perpajakan:  

1) Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian 

Lapangan. 

2) Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor. 

3) Tata cara pemprosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk. 

4) Tata cara penerbitan Surat Himbauan untukber 

5) NPWP. 

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka 

pembentukan Bank Data Perpajakan. 

a. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka 

pembuata fiscal. 

b. Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak 

PBB. 

c. Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB. 

d. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB. 

e. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB. 
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f. Tata cara pembentukan / penyempurnaan 

g. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusutan prifil wajib pajak, Analisis kerja 

wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 

melakukan intensifikais, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi 

pengawasan dan konsultan. 

9. Seksi Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang prosedur penyetoran pajak 

penghasilan Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penerapan terkait penyetoran PPh pasal 29 oleh wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena wajib pajak 

sudah mengikuti tahap demi tahap dalam penyetoran PPh Pasal 29. 

2. Proses kurang bayar yang dimaksud dalam PPh pasal 29 tersebut adalah 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebelum Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Proses yang 

dilakukan adalah sebelum menyetor/membayar pajak PPH Pasal 29, harus 

mendapatkan Kode Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat 

membayar pajak yang disetor menggunakan SSP. Melalui e-Billing, maka 

bisa dengan mudah membuat Kode Billing sekaligus bayar pajak/Billing 

dalam satu platform. Dalam membuat kode Billing untuk jenis setoran PPh 

Pasal 29, WP Badan harus menggunakan kode jenis setoran 411125-200. 

Sedangkan bagi WP Pribadi, kode jenis setoran PPh Pasal 29 adalah 

411125-200. Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya 

membayarkan pajak kurang bayar tersebut melalui ATM (Anjungan  Tunai 



54 

 

Mandiri), Internet banking atau teller bank /Pos persepsi. Sistem e-Billing 

Klikpajak akan membimbing dalam mengisi SSP elektronik dengan benar 

sesuai transaksi.  Setelah pembayaran pajak selesai, akan langsung 

menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Ditjen Pajak 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat 

diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Disarankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam 

menyetorkan pajak penghasilan tepat waktu sehingga lebih cepat diproses. 

2. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

agar memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak orang pribadi 

atau badan dalam menyetorkan pajak penghasilan tidak terjadi kesalahan. 
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Lampiran 1. 

Daftar Wawancara 

 

1. Apa syarat yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak sebelum melakukan 

penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29? 

2. Jika Wajib Pajak belum memiliki NPWP apakah bisa melakukan penyetoran 

Pajak Penghasilan Pasal 29? 

3. Ada berapa metode atau cara Wajib Pajak dalam melakukan penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 29? 

4. Bagaimana prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29? 

5. penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang? Jika sudah sesuai 

dengan Undang-undang berapa? 
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Lampiran 2.  

Dokumentasi 
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